



A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai 
jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau juga jasa yang dapat 
dikonsumsi dandimanfaatkan.Hal yang sangat menarik dari kegiatan kegiatan 
usaha yang terjadididalam kehidupan masyarakat saat ini adalah banyaknya 
permasalahan yang kemudian dalam perkembangannya dapat menimbulkan 
suatu kasus atau sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak yang 
bermasalah.Kenyataannya dalam proses penyelesaian saat ini, dapat 
diselesaikan dengan jalur peradilan maupun jalur luar pengadilan. 
Berbagai transaksi dalam kegiatan usaha di atas, dapat menimbulkan 
peristiwa lain, yang berupa masalah antara para pihak. Misalnya, pihak yang 
berkewajiban menyerahkan barang atau menyelenggarakan jasa tidak 
melakukan atau jika melakukannya tidak sesuai dengan waktu, ataupun juga 
barang atau jasa tersebut cacat, tidak sesuai dengan mutu, jumlah, serta lain-
lain, kualifikasi sebagaimana yang telah disepakati yang seharusnya atau 
sepatutnya diharapkan dari jenis barang / jasa tersebut.1 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentangPerlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin 
terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam 
pelaksanaan di lapangan penerapan beberapa pasal dari undangundang ini 
diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaanantara lain Badan 
Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Ibu Kota 
Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi menangani dan menyelesaikan 
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan melalui cara 
Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. 
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Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara 
khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat 
dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 
350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yang 
menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah: “sengketa antara pelaku usaha 
dengan konsumen yangmenuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran 
dan/atau yangmenderita kerugian akibat mengkonsumsi barang 
dan/ataumemanfaatkan jasa.” 
Budaya hukum masyarakat termasuk faktor yang mempengaruhi arti 
penting penyelesaian sengketa bisnis di luarpengadilan melalui mediasi. 
Budaya tradisional yang menekankan kepada komunitas, kekerabatan, 
harmoni, primus inter pares, telah mendorong penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan yang formal. Demikian budaya yang menekankan kepada efisiensi 
dan efektifitassama kuatnya mendorong penyelesaian sengketa bisnis tanpa 
melalui pengadilan.2 
Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen tidak 
dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha.Undang-undang 
perlindungan konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta 
mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan 
yangada dengan menyediakan barang/ jasa yang berkualitas.3Dalam penjelasan 
umum UU perlindungan konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaanya 
akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan 
menengah. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat dengan 
sebutan BPSK adalah lembaga penyelesaian perkara yang berhubungan dengan 
sengketa konsumen diluar proses peradilan. Mengambil konsep dari alternatif 
despute resolution (ADR), karena mahal dan rumitnya menggugat melalui 
proses peradilan belum lagi biaya yang mahal dan lamanya waktu yang akan 
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dihabiskan dalam proses peradilan tersebut, maka BPSK menjadi solusi untuk 
mengatasi semua itu sehingga dimasa depan masyarakat yang berperkara 
dibidang sengketa konsumen dapat lebih mudah dalam menyelesaikan 
perkaranya tersebut.  
Proses peradilan seringkali hasilnya tidak seimbang dengan biaya yang 
telah dikeluarkan, belum lagi konsumen harus bersusah payah mengikuti 
proses peradilan yang rumit, panjang, dan melelahkan, dalam keadaan seperti 
itulah peran BPSK sangat dibutuhkan kehadirannya untuk membantu 
konsumen dalam menyelesaikan  masalah sengketa konsumen dengan cepat, 
sederhana dan biaya murah. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas 
menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga 
khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau 
perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.4 Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawah 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan 
sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.5 
Lembaga penyelesaian sengketa yang bermunculan diluar BPSK cukup 
banyak, yang tugasnya juga menampung pengaduan berbagai jenis pengaduan 
dari konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Misalnya adalah 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM),Lembaga 
Ombudsman Swasta(LOS), Badan Mediasi Perbankan, Badan Mediasi Asuransi 
dan lain sebagainya, kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi 
penyelesaian sengketa konsumen dan memang hal tersebut telah menjadi 
kebutuhan dalam sistem ekonomi global yang semakin didominasi oleh 
korporasi/perusahaan kapital. 
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Kuatnya arus liberalisasi dan neo liberalisme yang mempengaruhi 
sistem ekonomi global dengan slogan-slogan pasar bebas yang sepertinya adil 
dan netral namun kenyataannya didesain sebagai cara menguasai atas yang 
kuat terhadap yang lemah. Dalam sengketa konsumen  kehadiran BPSK yang 
dibentuk pemerintah semestinya bisa menjadi bagian dari upaya perlindungan 
konsumen yang lemah ketika bersengketa dengan pelaku usaha yang lebih 
kuat, utamanya ketika pelaku usaha yang kuat tersebut berwujud sebagai 
perusahaan besar yang berskala nasional atau internasional. 
BPSK yang diklaim sebagai adopsi dari model Small Claims Tribunal, 
dalam konsepnya memiliki potensi menjadi pilihan penyelesaian sengketa 
konsumen yang diminati. Potensi-potensi tersebut antara lain BPSK 
menjembatani antara mekanisme ADR (Alternatif Despute Resolution) yang 
sederhana dan fleksibel dengan mekanisme pengadilan yang memiliki otoritas, 
perpaduan ketiga unsur yang seimbang antara konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam BPSK merupakan kekuatan dalam menyeimbangkan konflik 
kepentingan, BPSK berfungsi sebagai quasi pengadilan plus (fungsi ajudikasi 
dan non ajudikasi), dan berdasarkan konsep yuridisnya BPSK berkedudukan 
disetiap kota/kabupaten. Jadi setidaknya jika dijalankan dengan baik BPSK 
telah memenuhi prinsip pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa 
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga diharapkan BPSK dapat 
memberi pemerataan keadilan dan mengurangi beban pengadilan. 
BPSK kenyataannya hingga kini justru semakin kehilangan pamor, 
masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam Yayasan 
Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) daripada BPSK. Sebagaimana pernah 
dialami oleh pengacara David L Tobing yang merasa kecewa terhadap BPSK 
DKI Jakarta, juga mencerminkan wajah BPSK didaerah lain di Indonesia ini.6 
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Sejumlah kendala yang dialami BPSK setidaknya ada delapan kendala, 
yaitu:7 
1. Kendala kelembagaan 
2. Kendala pendanaan 
3. Kendala sumber daya manusia (SDM) 
4. Kendala peraturan 
5. Kendala pembinaan dan pengawasan serta koordinasi 
6. Kurangnya sosialisasi dan lemahnya kesadaran hukum konsumen 
7. Kurangnya respon dan pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan 
perlindungan konsumen 
8. Kurangnya respon masyarakat terhadap Undang-undang perlindungan 
konsumen dan lembaga BPSK. 
Kendala –kendala tersebut diatas menjadi kendala yang membuat 
BPSK tidak berjalan sebagaimana mestinya.Pemerintah sebagai pembentuk 
BPSK sepertinya kurang serius dalam mengembangkan BPSK agar berjalan 
optimal, sehingga kesan yang nampak baik pemerintah pusat maupun daerah 
lebih sibuk mengejar dan melayani investor daripada memikirkan kepentingan 
publik termasuk hak-hak konsumen. Pengertian Konsumen menurut UUPK 
adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan.8 
Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan konsumen telah 
meletakkan konsumen dalam posisi terendah dalam menghadapi para pelaku 
usaha. Pada umumnya pelaku usaha berlindung di balik perjanjian baku yang 
ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Tidak adanya alternatif yang diambil 
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Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, 
Revisi 2006, hlm.2. 
oleh konsumen telah menjadi satu rahasia umum dalam dunia industri usaha di 
Indonesia.9 
Peraturan tentang BPSK diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) beserta peraturan pelaksananya 
yang masih sumir dan kurang jelas dan bahkan beberapa substansinya saling 
bertentangan, misalnya saja pasal 56 ayat 2 UUPK disebutkan bahwa putusan 
BPSK yang sudah bersifat final dan mengikat berdasarkan pasal 54 ayat 3 
UUPK dapat dimintakan upaya hukum/keberatan ke pengadilan negeri artinya 
kekuatan putusan BPSK secara yuridis masih digantungkan pada supremasi 
pengadilan sehingga tidak bersifat final. Padahal dalam praktek pengajuan 
keberatan atas putusan BPSK di pengadilan berlaku hukum acara perdata 
umum sehingga justru menambah panjang proses penyelesaian sengketa 
konsumen. 
Musibah yang menimpa konsumen Indonesia tidaklah jarang terjadi. 
Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa 
mencuat ke permukaan sebagai keprihatinan nasional yang tidak kunjung 
mendapat perhatian dari sisi hukum bagi para konsumen. Padahal, saat ini lebih 
dari 200 juta penduduk Indonesia tidak akan mungkin dapat menanggalkan 
predikat “konsumen”. Abdul Hakim GN mengemukakan keheranannya 
mengapa masalah perlindungan konsumen yang jelas menyangkut hajat hidup 
orang banyak kurang mendapatkan perhatian.10 
Masalah pendanaan adalah hal krusial yang diamanatkan undang-
undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan 
bahwa anggaran pendanaan untuk BPSK adalah dari APBN, namun kemudian 
pemerintah menerbitkan keppres nomor 90 tahun 2001 yang menyatakan 
bahwa penganggaran BPSK adalah dari APBN dan APBD, artinya pemerintah 
pusat dan daerah dalam hal ini berharap pendanaan bpsk tidak ditanggung oleh 
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Indonesia,1988, Hlm. 41 
pusat semata, tetapi juga daerah, namun bukan berarti dengan begini BPSK 
justru akan mendapat dana yang semakin besar karena menurut keppres 
tersebut seharusnya pusat dan daerah saling menyokong anggaran dana untuk 
BPSK, namun kenyataannya ditahun 2003 pemerintah pusat malah 
menghentikan penganggaran dana untuk bpsk didaerah-daerah dan 
menyerahkan penganggarannya sepenuhnya kepada pemerintah daerah dimana 
BPSK itu berada11. 
Penganggaran untuk bpsk disadari memang cukup problematis, disisi 
lain BPSK dibentuk oleh undang-undang negara dan berdasarkan keputusan 
presiden dalam hal ini pemerintah pusat, walaupun pemerintah pusat 
menyanggupi mendanai bpsk bersama daerah, namun pada kenyataannya pusat 
hanya melakukan penganggaran di tahun 2002 saja, setelah itu di tahun 2003 
pemerintah pusat menyerahkan penganggaran itu kepada daerah dimana 
terdapat BPSK tersebut, padahal banyak pemerintah daerah yang sepertinya 
belum paham tentang bpsk dan perannya didalam hukum terutama dalam 
perkembangan hukum didunia modern saat ini, dimana lembaga seperti bpsk 
adalah lembaga yang wajib ada sebagai perwujudan perlindungan HAM dalam 
negara demokrasi, namun daerah tentu tidak akan mau dengan mudah 
menggelontorkan dana untuk bpsk yang mereka rasa tidak terlalu penting bagi 
kemajuan daerahnya apalagi anggaran untuk bpsk per tahun tidaklah kecil, 
mencapai 200 juta setahun. 
Terbitnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah 
daerah yang akan mulai diberlakukan pada oktober tahun 2017 mendatang 
telah membawa rencana perubahan anggaran untuk BPSK, karena kalau 
sebelumnya BPSK dananya dianggarkan dari Kabupaten atau Kota, untuk 
tahun mendatang seharusnya Provinsi lah yang berkewajiban memasukkan 
tanggung jawab anggaran untuk BPSK pada pemerintah provinsi sebagaimana 
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Http://www.hukumonline.com/deperindag-setengah-hati-dalam-membentuk-BPSK/ diakses pada 
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perintah Undang-undang pemda yang baru tersebut,12 namun apakah harus 
menunggu setahun untuk masyarakat konsumen untuk memperoleh keadilan 
dalam persoalan sengketa konsumen, sehingga sampai saat ini masih banyak 
BPSK yang  dinonaktifkan dengan alasan ketidak jelasan status Penganggaran 
BPSK, padahal dalam asas hukumnya ”Menunda Keadilan adalah meniadakan 
keadilan itu sendiri”. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis berkeinginan 
meneliti hal tersebut dengan judul: “IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN 
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI TINJAU DARI 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 
diambil rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaiamana Pelaksanaan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa dalam 
Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha dengan Konsumen? 
2. Apa kendala-kendala Pelaksanaan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa 
dalam Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha dengan Konsumen?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dan permasalahan yang 
dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Fungsi Badan 
Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha dengan 
Konsumen. 
                                                          
12Disperindag dan BPSK se Jawa Barat Bahas Anggaran 2017, Harian Ekonomi ”Neraca” 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala Pelaksanaan Fungsi 
Badan Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha 
dengan Konsumen 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini dapat digunakan sebegai referensi untuk penelitian sejenis, 
sekaligus sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis masalah 
disharmonisasi dan perbedaan pemahaman hukum antara pusat dan 
daerah yang menimbulkan mal fungsi kebijakan. 
b. Penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan Program Magister 
Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran 
terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen serta hambatan-
hambatan dalam melakukannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 
masukan dalam membuat kebijakan untuk menata kembali 
disharmonisasi pengaturan antara pusat dan daerah dalam hal memaknai 
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Konsumen dan 
sengketa konsumen. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi alternatif solusi terhadap 
permasalahan yang sedang menjadi sorotan masyarakat sehingga 
Pemerintah kota, diseperindag dan BPSK sendiri mengetahui arah yang 
benar dalam menempuh kebijakan dalam hak perlindungan konsumen 
kedepannya.  
Penelitian ini dapat dijadikan masukan serta bahan pertimbangan bagi seluruh 
jajaran instansi pemerintah untuk menata kembali harmonisasi hubungan 
hukum antara ketiga instansi tersebut dan antara pemerintah pusat dan daerah 
dalam persoalan pendanaan BPSK ini. 
